
 

 

 

  

 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 

245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 

245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang 

Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 

tentang  Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1038); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 

tentang  Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1038); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 

tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN 

PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PULAU 

KERUMPUTAN KECAMATAN PULAULAUT KEPULAUAN 

KABUPATEN KOTABARU. 

   



Pasal 1 

 

Dalam  Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang 

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas 

buatan. 

5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas 

Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang 

disepakati. 

6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-

titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan 

metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang 

dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-

titik koordinat batas Desa. 

7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK 

adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi 

titik dengan menggunakan peta dasar. 

   

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas 

Wilayah Administrasi Desa Pulau Kerumputan Kecamatan 

Pulaulaut Kepulauan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 

+ 151,76 Hektare atau seluas + 1,5 Kilometer Persegi, sebagai 

berikut : 

a.  Batas Utara  : Laut 

b.  Batas Barat    : Laut 

c.  Batas Timur   : Selat Makassar 

d.  Batas Selatan  : Laut Jawa 

 

Pasal 3 
 

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa 

Pulau Kerumputan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan 

Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dimulai dari :  

1.  Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Pulau Kerumputan 

Kecamatan Pulaulauat Kepulauan, Desa Pulau 

Kerumputan Sepakat dengan tarikan batas wilayah 

administrasi sesuai hasil dengan hasil Delineasi taraikan 

batas Tahun 2018, karena tidak berbatasan dengan Desa 

Lain. 



2.  Sepakat bahwa tarikan batas wilayah administrasi Desa 

Pulau Kerumputan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan 

dimulai dari titik 01 dengan titik Koordinat  4° 2' 39.257" 

LS dan 116° 10' 34.460" BT (titik koordinat berada pada 

sisi Laut); 

3. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti 

hasil delineasi batas tahun 2018 menuju ke titik 02 

dengan  titik koordinat  4° 3' 10.898" LS dan 116° 10' 

29.739" BT (titik koordinat berada pada sisi Laut);  

4. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti 

hasil delineasi batas tahun 2018 menuju ke titik 03 

dengan  titik koordinat  4° 3' 8.804" LS dan 116° 9' 

46.361" BT (titik koordinat berada pada sisi Laut);  

5. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti 

hasil delineasi batas tahun 2018 menuju ke titik 04 

dengan  titik koordinat  4° 2' 45.321" LS dan 116° 10' 

12.252" BT (titik koordinat berada pada sisi Laut); dan 

6. Pulau Batu Merupakan bagian dari Desa Pulau 

Kerumputan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan Kabupaten 

Kotabaru. 

 

  

Pasal 4 
 

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap 

dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama 

kelurahan dan/atau nama kecamatan. 

 

   

Pasal 5 

 
 

Batas Wilayah Administrasi Desa Pulau Kerumputan 

Kecamatan Pulaulaut Kepulauan dan koordinat batas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


